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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Ubi societas ibi ius artinya dimana ada masyarakat disana ada hukum. Ungkapan 

tersebut menegaskan bahwa hubungan antara masyarakat dan hukum sangat erat. 

Keeratan hubungan antara masyarakat dan hukum tersebut dapat digambarkan seperti 

dua sisi mata uang, keduanya tidak dapat dipisahkan, karenanya eksistensi antara 

keduanya sangat berkaitan.1 Hukum berfungsi sebagai alat ketertiban dan keteraturan 

masyarakat, sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, dan 

sebagai sarana penggerak pembangunan, sehingga dapat diwujudkan kesejahteraan 

yang dicita-citakan.2 Agar hukum dapat memenuhi fungsinya, maka hukum harus 

diterapkan. 

Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa tujuan pokok penerapan 

hukum apabila hendak direduksikan pada satu hal saja adalah ketertiban (order). 

Ketertiban adalah tujuan pokok dan pertama dari segala hukum, kebutuhan akan 

ketertiban ini merupakan syarat pokok (fundamental) bagi adanya masyarakat yang 

                                                             
1 H. Muchsin dan Imam Koeswahyono, Aspek Kebijakan Hukum Penataangunaan Tanah Dan 

Penataan Ruang, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 41. 
2 Soerjono Dirdjosisworo, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 154. 
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teratur; disamping itu tujuan lainnya adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda 

isi dan ukurannya, menurut masyarakat pada zamannya.3  

Selanjutnya, Mochtar Koesoemaatmadja mengemukakan bahwa hukum haruslah 

menjadi sarana pembangunan. Disini berarti hukum haruslah mendorong proses 

modernisasi.4 Artinya hukum yang dibuat haruslah sesuai dengan cita-cita keadilan 

sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sejalan dengan fungsi tersebut maka Legislatif 

sebagai pembentuk Undang-Undang meletakkan berbagai dasar filosofis, yuridis dan 

sosiologis dalam melakukan berbagai kegiatan pengaturan dan pengendalian 

masyarakat, sebagai salah satunya dalam Pengaturan dan Pengendalian mengenai 

Penataan Ruang. 

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan 

Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang 2005-2025, telah dirumuskan arah-arah pembangunan 

bangsa Indonesia. Sebagaimana yang tercantum dalam penjelasan atas  Undang-

Undang Nomor 17 Tahun 2017, arah pembangunan tersebut meliputi: 

1. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, 

memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut 

melaksanakan ketertiban dunia. 

                                                             
3 Mochtar Koesoemaatmadja, Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan 

Indonesia, Bina Cipta, Bandung, 1986, dikutip dalam H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum 

Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan Otonomi Daerah), Nuansa, Bandung, 2008, hlm. 28. 
4 Ibid., hlm. 29. 
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2. Menyempurnakan dan menjaga kemerdekaan, mengisinya dengan pembangunan 

yang berkeadilan dan demokratis yang dilaksanakan secara bertahap dan 

berkesinambungan. 

3. Menjamin kegiatan pembangunan berjalan efektif, efisien, dan bersasaran, maka 

diperlukan perencanaan. 

4. Menyusun perencanaan pembangunan Nasional yang dapat menjamin 

terciptanya tujuan Negara perlu adanya perencanaan pembangunan Nasional. 

5. Pembangunan Nasional berasaskan demokrasi dengan prinsip kebersamaan, 

berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, serta kemandirian dengan 

menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan. 

6. Perencanaan Pembangunan Nasional disusun secara sistematis, terarah, terpadu, 

menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. 

7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional diselenggarakan berdasarkan asas 

Umum Penyelenggara Negara. 

8. Tujuannya mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan; menjamin 

terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antardaerah, antarruang, 

antarwaktu, antarfungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah; menjamin 

keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan 

pengawasan; mengoptimalkan partisipasi masyarakat; dan menjamin tercapainya 
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penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. 

5 

Untuk mendukung terpenuhinya arah pembangunan bangsa tersebut diatas, 

terutama dari aspek pembangunan yang berkaitan dengan ruang perlu adanya 

pengaturan yang lebih khusus yaitu mengenai penataan ruang. Konsep dasar hukum 

penataan ruang, tertuang di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4 yang menyatakan: 

“Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan 

untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan 

ikutmelaksanakan ketertiban dunia …” 

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, khususnya untuk meningkatkan 

kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa berarti negara harus dapat 

melaksanakan Penataan Ruang yang baik sebagai penunjang dalam tercapainya tujuan 

tadi dengan suatu perencanaan yang cermat dan terarah. Selanjutnya dalam Pasal 28H 

Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen 

kedua, menyatakan: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat 

tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak 

memperoleh pelayanan kesehatan.” Apabila dicermati dengan seksama, hak setiap 

orang yang tercantum dalam Pasal 28H Ayat (1) di atas, merupakan hak pokok yang 

                                                             
5 Arba, Hukum Tata Ruang dan Tata Guna Tanah (Prinsip-Prinsip Hukum Perencanaan 

Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah), Sinar Grafika, Jakarta, 2017, hlm. 2. 
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harus dipenuhi dan dilaksanakan oleh Negara, maka dalam pemenuhan dan 

pelaksanaannya pun harus diatur dan dikembangkan dalam pola tata ruang yang 

terkoordinasi, sehingga tidak akan adanya perusakan terhadap lingkungan hidup. 

Dari sisi hukum administrasi, suatu rencana dapat dijumpai pada berbagai bidang 

kegiatan pemerintahan, misalnya dalam pengaturan tata ruang. Rencana merupakan 

keseluruhan tindakan yang saling berkaitan dengan tata usaha Negara yang 

mengupayakan terlaksananya keadaan tertentu yang tertib (teratur). Rencana yang 

demikian itu dapat dihubungkan dengan stelsel perizinan (misalnya suatu perizinan 

pembangunan akan ditolak karena tidak sesuai dengan dengan rencana peruntukan).6 

Dalam klasifikasi perencanaan tata ruang dikenal adanya perencanaan tata ruang 

Kota. Perencanaan tata ruang Kota akan dihadapkan dengan berbagai permasalahan 

seperti lingkungan, ekonomi, sosial, hukum, politik dan berbagai permasalahan 

lainnya. Dalam beberapa kasus yang paling sering terjadi adalah mengenai 

permasalahan pemanfaatan ruang, terutama di kawasan perkotaan, khususnya dalam 

hal pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH)7 sebagai kebutuhan masyarakat. 

Dikaitkan dengan pemanasan global maka keberadaan ruang terbuka hijau menjadi 

kebutuhan primer bagi masyarakat kota.8 

                                                             
6 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Op.Cit., hlm. 25. 
7 Menurut Pasal 1 angka 31 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang: 

Ruang Terbuka Hijau adalah area memanjang/ jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih 

bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja 

ditanam. 
8 Ruang terbuka hijau terdiri dari ruang terbuka hijau publik dan ruang terbuka hijau privat. Ruang 

terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah 

Kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Yang termasuk ruang terbuka publik 
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Kawasan Perkotaan di Indonesia cenderung mengalami permasalahan yang 

tipikal, yaitu tingginya tingkat pertumbuhan penduduk terutama akibat arus urbanisasi 

sehingga menyebabkan pengelolaan ruang Kota semakin sulit. Jumlah penduduk 

perkotaan yang tinggi dan terus meningkat dari waktu ke waktu tersebut akan 

memberikan implikasi pada tingginya tekanan pemanfaatan ruang kota, sehingga 

penataan ruang kawasan perkotaan perlu mendapat perhatian yang khusus, terutama 

berkaitan dengan penyedian ruang terbuka hijau.  

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2012 tentang Penataan Ruang 

menentukan bahwa ruang terbuka hijau harus memenuhi proporsi 30% (tiga puluh 

persen) dari luas Wilayah Kota, yang terdiri dari 20% (dua puluh persen) Ruang 

Terbuka Hijau Publik dan 10% (sepuluh persen) Ruang Terbuka Hijau Privat. Proporsi 

Ruang Terbuka Hijau Publik seluas minimal dua puluh persen disediakan oleh 

pemerintah daerah Kota dimaksudkan agar proporsi ruang terbuka hijau minimal dapat 

lebih dijamin pencapainnya sehingga memungkinkan pemanfaatannya oleh 

masyarakat. Pelaksanaan dan pengembangan Ruang Terbuka Hijau dilakukan dengan 

pengisian hijau tumbuhan secara alami ataupun dengan tanaman budi daya seperti 

tanaman komoditas usaha pertanian, tumbuhan hijau pertamanan dan olahraga, dan 

seterusnya. 

                                                             
antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan 

pantai. Sedangkan Ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung 

milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan. 
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Ditinjau dari kondisi ekosistem pada umumnya Ruang Terbuka Hijau memiliki 

4 fungsi pokok yaitu: fisik-ekologis, ekonomis, sosial budaya, dan estitika. Disamping 

fungsi-fungsi umum tersebut, secara rinci Ruang Terbuka Hijau juga memiliki multi-

fungsi antara lain, sebagai: penghasil oksigen, bahan baku pangan, sandang, papan, 

bahan baku industry, pengatur iklim mikro, penyerap polusi udara, air, dan tanah, jalur 

pergerakan satwa, penciri (maskot) daerah, pengontrol suara, pendangan dan lain-lain.9 

Oleh karena itu Ruang Terbuka Hijau memiliki peranan yang sangat penting dalam 

penerapan Tata Ruang Wilayah Perkotaan Khususnya di Wilayah Kota Palembang.10 

Agar didalam pelaksaannya tidak menimbulkan masalah atau hambatan perlu 

adanya sarana perizinan dan rencana tata ruang yang mantap. Rencana tata ruang yang 

mantap atau sudah sesuai dengan standar operasional merupakan sarana pengendalian 

perkembangan fisik didalam pelaksanaan Penataan Ruang, yang berarti bahwa rencana 

tersebut sudah diberikan landasan hukum pelaksanaannya berupa Peraturan Daerah 

atau yang disingkat Perda. Sebagai syarat untuk menjamin berfungsinya rencana tata 

ruang wilayah tersebut maka proses penyiapan, penyusunan dan pelaksanaannya perlu 

dukungan dari instansi-instansi vertikal atau dinas-dinas Pemerintah Daerah Kota 

Palembang maupun partisipasi dari masyarakat. 

Menurut Bagir Manan, Peraturan perundang-undangan adalah setiap putusan 

tertulis yang dibuat, ditetapkan dan dikeluarkan oleh lembaga atau pejabat Negara yang 

                                                             
9 H. Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik, Hukum Tata Ruang (Dalam Konsep Kebijakan 

Otonomi Daerah), Nuansa, Bandung, 2008, hlm.231. 
10 Kota Palembang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Selatan. Palembang merupakan kota 

terbesar kedua di Sumatera, setelah Medan dan dinyatakan sebagai kota tertua di Indonesia. 
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mempunyai (menjalankan) fungsi legislatif sesuai dengan tata cara yang berlaku.11 

Istilah perundang-undangan (legislation atau gesetzgebung) mempunyai dua 

pengertian yang berbeda, yaitu: 

1. Perundang-undangan sebagai sebuah proses pembentukan atau proses 

membentuk peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah 

2. Perundang-undangan sebagai segala peraturan Negara, yang merupakan hasil 

proses pembentukan peraturan-peraturan, baik di tingkat pusat maupun di tingkat 

daerah. 

Peraturan Daerah adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan persutujan bersama Kepala Daerah 

(Gubernur atau Bupati/Walikota).12 Materi muatan Peraturan Daerah Provinsi dan 

Peraturan Daerah Kabupaten/Kota berisi materi muatan dalam rangka penyelenggaraan 

otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah 

dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.13 

Sejalan dengan laju pertumbuhan pembangunan nasional pada umumnya dan 

perkembangan kota Palembang khususnya, yang menunjukkan adanya kemajuan yang 

sangat pesat baik di bidang teknologi, ekonomi maupun di bidang pembangunan yang 

dilakukan pemerintah maupun masyarakat berpengaruh kepada tatanan dan wajah kota 

                                                             
11 Rachmat Trijono, Dasar-Dasar Ilmu Pengetahuan Perundang-undangan, Papas Sinar Sinanti, 

Depok Timur, 2013, hlm. 14. 
12 Ibid., hlm.71. 
13 Ibid. 
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Palembang yang akan datang, sehingga perlu dibentuknya Peraturan Daerah mengenai 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang. 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Palembang tahun 2012-2032, merupakan salah satu kegiatan 

yang sudah dilakukan pemerintah untuk mencapai tujuan Pembangunan Nasional dan 

Pembangunan Daerah yang lebih baik lagi. Akan tetapi, berkenaan dengan Ruang 

Terbuka Hijau di Kota Palembang bagaimana penerapannya dan seberapa besar Perda 

tersebut sudah terlaksana. 

Kebutuhan akan Ruang Terbuka Hijau bagi masyarakat Perkotaan merupakan 

hak yang harus dipenuhi oleh Pemerintahan Daerah. Pembangunan di Kota Palembang 

dapat mengurangi jumlah Ruang Terbuka Hijau, sehingga menimbulkan pertanyaan 

apakah Ruang Terbuka Hijau di Kota Palembang telah memenuhi proporsi sesuai 

dengan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan? 

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik membahasnya secara ilmiah 

dengan melakukan penelitian dalam bentuk skripsi yang berjudul Analisis Tentang 

Penerapan Ruang Terbuka Hijau Di Kota Palembang Berdasarkan Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang 

Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-2032. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan uraian Latar Belakang di atas, maka dapat dirumuskan 

permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagaimana penerapan proporsi ruang terbuka hijau sebagaimana diatur dalam 

Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota Palembang? 

2. Bagaimana pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang? 

C. Tujuan Penelitian 

Adapun tujuan dari penelitian skripsi ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk mengetahui penerapan proporsi ruang terbuka hiijau sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang 

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang. 

2. Untuk mengetahui pengelolaan ruang terbuka hijau di Kota Palembang. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara teoritis untuk membantu 

mengembangkan ilmu hukum mengenai ruang terbuka hijau serta peranannya 

dalam penataan ruang wilayah kota. 

2. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat secara praktis sebagai bahan 

pemikiran bagi penentu kebijakan dalam upaya melakukan penyempurnaan 
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Undang-Undang khususnya mengenai ruang terbuka hijau dan penataan ruang 

wilayah kota Palembang. 

E. Kerangka Teori 

Untuk mengkaji suatu permasalahan hukum, diperlukan teori yang berupa 

serangkaian asumsi, konsep, definisi, dan proposisi untuk menerangkan suatu 

fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. 

1. Teori Kedaulatan Lingkungan 

Jika konsep Kedaulatan Tuhan dapat dikaitkan dengan Teokrasi, 

Kedaulatan Rakyat dapat dikaitkan dengan Demokrasi, Kedaulatan Hukum dapat 

dikaitkan dengan Nomokrasi, dan Kedaulatan Raja dapat dikaitkan dengan 

Monarki, maka Kedaulatan Lingkungan dikaitkan dengan istilah Ekokrasi atau 

kekuasaan ekologi (lingkungan). 

Konsep Ekokrasi tersebut menurut pendapat Jimly Asshiddiqie 

dikembangkan dengan konteks kekuasaan yang dikonstruksikan dalam 

mekanisme hubungan antara Tuhan, Lingkungan, dan Manusia. Sehingga harus 

terjadi keseimbangan antara Lingkungan dan manusia. Untuk itulah diperlukan 

cara pandang yang benar-benar memperbaiki pola hubungan antara lingkungan 

dan manusia secara seimbang. 



12 

 

 

 

Merujuk pada pendapat Jimly, prinsip-prinsip lingkungan perlu 

diatur/dimuat dalam konstitusi. Konstitusi negara yang mengatur prinsip-prinsip 

lingkungan hidup disebut Green Constitution.14 

2. Teori Kewenangan 

Kewenangan atau kekuasaan menurut pandangan Max Weber erat 

kaitannya dengan hubungan dalam masyarakat, dimana ada yang memerintah 

dan ada yang diperintah (the rule and the roled). Dengan demikian ada kekuasaan 

yang berkaitan dengan hukum (legal) dan ada pula yang tidak berkaitan dengan 

hukum (ilegal).15 Kekuasaan yang berkaitan dengan hukum disebut dengan 

wewenang rasional, yakni wewenang yang berdasarkan suatu sistem hukum, ini 

dipahami sebagi suatu kaedah-kaedah yang telah diakui serta dipatuhi (being 

applied) oleh masyarakat dan bahkan yang diperkuat oleh Negara.16 

Dalam hukum publik, wewenang itu berkaitan dengan kekuasaan. 

Kekuasaan memiliki makna yang sama dengan wewenang karena kekuasaan 

yang dimiliki oleh eksekutif, legislatif dan yudisial adalah kekuasaan formal. 

Lingkup wewenang pemerintahan tidak hanya meliputi wewenang membuat 

keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka 

pelaksanaan tugas dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang dalam 

peraturan perundang-undangan. Pengertian wewenang dalam arti luas suatu 

                                                             
14 Jimly Asshiddiqie, Green Constitution, Rajawali Pers, Jakarta, 2010, hlm. 117. 
15 A. Gunawan Setiarja, Dialektika Hukum dan Moral dalam Pembangunan Masyarakat 

Indonesia, Kanisius, Yogyakarta, 1990, hlm. 52. 
16 Ibid. 
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kemampuan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum dan untuk berbuat atau 

melakukan sesuatu.17 

Kewenangan Administrasi Negara dalam menjalankan pemerintahan 

diperoleh melalui atribusi, mandate serta delegasi. Dalam prakteknya, ketiga hal 

itu dilaksanakan secara kombinasi karena bertalian dengan asas desentralisasi, 

dekonsentrasi dan tugas pembantuan. 

Menurut Sri Soemantri: “Adanya pelimpahan wewenang dari pemerintah 

pusat kepada daerah-daerah otonom bukanlah hal itu ditetapkan dalam 

konstitusinya, akan tetapi karena masalah itu adalah merupakan hakikat Negara 

kesatuan.18 Kewenangan dapat bersumber dari atribusi, delegasi, dan mandat. 

Dalam penelitian ini menekankan pada kewenangan yang bersifat delegasi. 

3. Teori Desentralisasi 

Desentralisasi merupakan anestesa dari sentralisasi penyelenggaraan 

pemerintah. Desentralisasi pada esensinya ialah agar persoalan yang kompleks 

yang dilatarbelakangi oleh berbagai faktor heterogenitas dan kekhususan daerah 

dapat ditangani dengan baik.19 Desentralisasi merupakan salah satu sendi dalam 

negara kesatuan dan merupakan ciri dari negara demokrasi. Demi terlaksananya 

desentralisasi, diperlukan sarana dan perangkat pokoknya yaitu sebagai berikut: 

                                                             
17 Jum Anggraini, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm. 88. 
18 Sri Soemantri, Pengantar Perbandingan Antar Hukum Tata Negara, Rajawali, Jakarta, 1981, 

hlm. 52, dikutip dalam HM. Agus Santoso, Menyingkap Tabir Otonomi Daerah Di Indonesia, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2013, hlm. 48. 
19 Ibid., hlm. 115. 
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a. Pembentukan pemerintah daerah otonom dan penyerahan kewenangan 

tertentu oleh pemerintah pusat. 

b. Penyerahan wewenang tertentu kepada daerah otonom yang telah dibentuk 

oleh pemerintah pusat. 

Penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui sistem desentralisasi yang 

bertumpu pada otonomi sangat mutlak didalam negara demokrasi. Dapat 

dikatakan bahwa desentralisasi bukan sekedar pemencaran wewenang 

(spretiding van bevoegdhied) tetapi juga mengandung pembagian kekuasaan 

(scheiding van machten) untuk mengatur dan mengurus penyelenggaraan 

pemerintahan negara antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Hal ini 

berkaitan dengan status mandiri atau otonom sehingga setiap pembicaraan 

mengenai desentraliasasi akan selalu berkaitan dengan otonomi daerah. 

Otonomi memiliki makna kebebasan atau kemandirian (zelfstandigheid), 

tetapi bukan kemerdekaan (onafhankelijkheid). Kebebasan yang terbatas itu 

adalah wujud pemberian kesempatan yang harus dipertanggungjawabkan. Dalam 

pemberian tanggung jawab terkandung dua unsur yaitu: 

a. Pemberian tugas dalam arti sejumlah pekerjaan yang harus diselesaikan 

serta kewenangan untuk melaksanakannya. 

b. Pemberian kepercayaan berupa kewenangan untuk memikirkan dan 

menetapkan sendiri bagaimana menyelesaikan tugas itu. 20 

                                                             
20 Ibid., hlm. 120 
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F. Metode Penelitian 

a. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian hukum yang dilakukan adalah yuridis empiris, pada 

penelitian ini tidak diperlukan penyusunan atau perumusan hipotesa.21 Penelitian 

ini akan menelaah kaedah-kaedah hukum atau asas-asas hukum yang berkaitan 

dengan status hukum Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 15 Tahun 2012 dalam hubungannya dengan penerapan izin 

dan pembangunan. Penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder 

yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum 

tersier. 

b. Pendekatan Penelitian 

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan yakni yuridis empiris, 

maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan 

(statute approach) karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang 

menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian dan melihat hukum sebagai 

sistem tertutup yang mempunyai sifat-sifat komprehensif, artinya norma-norma 

hukum yang ada didalamnya terkait antara satu dengan yang lain secara logis, 

bahwa kumpulan norma hukum tersebut cukup mampu menampung 

permasalahan hukum yang ada sehingga tidak akan ada kekurangan hukum dan 

                                                             
21 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2007, 

hlm.53. 
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dengan sistematik bahwa disamping bertautan antara satu dengan yang lain, 

norma-norma hukum tersebut juga tersusun secara hierarkis.22 

Dilakukan pula pendekatan konsep (conceptual approach) yang berfungsi 

untuk memunculkan objek-objek yang menarik perhatian dari sudut pandangan 

praktis dan dari sudut pengetahuan dalam pikiran dan atribut-atribut tertentu 

dengan fungsi tersebut, konsep-konsep berhasil menggabungkan kata-kata 

dengan objek tertentu dan penggabungan itu memungkinkan ditentukannya arti 

kata-kata secara tepat dan menggunakannya dalam proses pikiran.23 

c. Sumber Bahan Hukum 

1) Bahan hukum primer yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-

undangan yang terkait dengan objek penelitian. Misalnya: Undang-Undang 

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 

Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-Undang Nomor 

32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2007 tentang Penataan 

Ruang Terbuka Hijau Kawasan Perkotaan, dan Peraturan Daerah Kota 

Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 

Kota Palembang Tahun 2012-2032. 

                                                             
22 Johny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayumedia Publishing, 

Malang, 2010, hlm. 303. 
23 Ibid., hlm. 306. 
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2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa buku-buku dan tulisan-tulisan 

ilmiah hukum yang terkait dengan objek penelitian. 

3) Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan 

hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, 

ensiklopedia, majalah, surat kabar dan sebagainya. 

d. Teknik Pengumpulan Data 

Pengumpulan bahan penelitian berupa bahan-bahan hukum bersifat 

normative dilakukan dengan cara penelusuran, pengumpulan, dan studi 

dokumen, baik secara konvensional maupun menggunakan teknologi informasi 

(internet). Selanjutnya, pengumpulan bahan penelitian berupa fakta 

kemasyarakat bersifat empris-deskriptif dilakukan dengan menggunakan teknik 

wawancara mendalam yang dilakukan terhadap informan secara purposesive 

sampling yaitu Dinas Penerangan Jalan, Pertamanan, dan Pemakaman Kota 

Palembang. 

e. Analisis Data 

Bahan hukum yang telah diperoleh, diolah secara Content Analysis yang 

harus dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Penelitian ini memaknai hukum 

sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga elemen utama berupa aturan-aturan, 

prinsip-prinsip, dan moralitas yang berinteraksi secara positif guna 
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menggerakkan bekerjanya sistem tersebut secara dinamis.24 Kemudian diolah 

berdasarkan asas-asas atau konsep-konsep hukum, dan peraturan perundang-

undangan yang terkait. Dari analisis tersebut ditarik kesimpulan secara deduktif-

induktif yaitu dengan beranjak dari prinsip umum ke prinsip khusus kemudian 

ditarik menjadi kesimpulan umum, yang merupakan jawaban dari permasalahan 

yang dibahas dan diuraikan secara sistematis. Mengenai efektifitas penerapan 

Ruang Terbuka Hijau berdasarkan Peraturan Daerah Kota Palembang Nomor 15 

Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Palembang Tahun 2012-

2032. 

f. Teknik Penarikan Kesimpulan 

Teknik penarikan kesimpulan dalam penelitian ini dilakukan secara 

induktif karena proses berfikir untuk menarik kesimpulan dalam penelitian ini 

berupa prinsip atau sikap yang berlaku umum berdasarkan atas fakta-fakta yang 

bersifat khusus. Dalam proses penarikan kesimpulan secara induktif ini terdapat 

tiga jenis penalaran yang berbentuk generalisasi, analogi, atau hubungan sebab-

akibat. Generalisasi adalah proses penalaran yang membentuk kesimpulan secara 

umum melalui suatu kejadian, hal, dan sebagainya. Analogi adalah penalaran 

berdasarkan pengamatan terhadap gejala khusus dengan membandingkan atau 

mengumpamakan suatu objek yang sudah teridentifikasi secara jelas terhadap 

objek yang dianalogikan sampai dengan kesimpulan yang berlaku umum. 

                                                             
24 H. Zainudin Ali, Metode Penelitin Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 106. 
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Hubungan sebab-akibat adalah hubungan ketergantungan antara gejala-gejala 

yang mengikuti pola sebab-akibat, akibat-sebab, dan akibat-akibat. 

G. Sistematika Penulisan 

Secara keseluruhan pembahasan dalam penelitian ini terdiri dari 4 (empat) bagian 

yaitu: 

BAB I: PENDAHULUAN 

Pada bab ini diuraikan mengenai latar belakang yang terdiri dari uraian singkat tentang 

tata ruang, ruang terbuka hijau, fungsi ruang terbuka hijau, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, metode penelitian, dan sistematika 

penulisan. 

BAB II: TINJAUAN PUSTAKA 

Pada bab ini berisi tentang penjelasan lebih lanjut mengenai isi daripada Bab I, tinjauan 

umum tentang ruang terbuka hijau, tinjauan umum tentang alih fungsi lahan serta 

tinjauan umum tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional dan Rencana Tata 

Ruang Wilayah Kota. 

BAB III: PEMBAHASAN 

Pada bab ini membahas dan menjawab permasalahan yang telah ditentukan 

sebelumnya, yaitu bagaimana penerapan proporsi ruang terbuka hijau dalam Peraturan 

Daerah Kota Palembang Nomor 15 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 
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Kota Palembang dan bagaimana prosedur alih fungsi terhadap ruang terbuka hijau 

menjadi non ruang terbuak hijau di Kota Palembang, serta teori-teori yang mendukung 

untuk digunakan dalam menganalisis penelitian ini. 

BAB IV: PENUTUP 

Pada bab ini berisikan kesimpulan dan saran dengan menganalisis penelitian yang telah 

diuraikan pada bab-bab sebelumnya dalam penelitian yang dibuat oleh penulis.
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